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BABI
PENDAHULUAN
=
4. Latsr Belakang Masalah

Pandangan atau konsep yang menyatakan bahwa negara adalah
Sl #ue suam kontrak sosial (social contract) mengandung pengertian
Ssiws megara dapat dipandang sebagai asosiasi (perkumpulan) manusia
s Sadup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama.
S sssannya adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya.

MNegara yang pertama muncul adalah negara yang berfungsi
~__ sebasai “penjaga malam”. Menurut tipe ini, negara hanya
elskukan tugas sebagai penjaga keamanan dan pengaturan keuangan
semers. sert= hubungan dengan luar negeri. Megara akan bertindak jika
Jssmsman anggota masyarakatnya terganggu. Pengaturan hubungan
\pesfsssngan, tingkah laku kehidupan, dan lain-lain) vang terjadi antar
smmeots masyarakat bukan urusan negara.

Modernisasi, yang diawali terjadinya revolusi industri, khususnya
& mesris, membawa pengaruh terhadap tugas dan tujuan dari negara.
Toe mesarz tun bergeser dari negara sebagai penjaga malam menjadi
sesers kesejahteraan (welfare state). |

Ada 7 (tujuh) pokok negara kesejahteraan, yakui 3
| Tesaminnya hak asasi sosial dan hak asasi ekonomi. Negara harus

weriehih dahulu mengadakan kegiatan (aktif) untuk memenuhi hak
ssesi ini, contohnya hak akan pekerjaan dan tunjangan jika

senganggur. hzh upah minimum dengan jam kerja maksimal, hak

" Dioko Trivanto, Negara Xesejahteraarn dan Jaminan Sosial bagi
Temaps Kerja. Kiprah Jamsosiek Pada Millenium Ketiga, (Jakarta : PT.
Semsasick, 1999), hal. 33.
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geswmahan yang layak, hak memasuki lembaga-lembaga pendidikan
diam keschatan;
 Whadel frias politica c~nderung tidak dipisahkan, tetapi lebih banyak
Sesorientasi pada manajemen (efisiensi kerja);
© s milik tidak diartikan besifat mutlak, melainkan juga berfungsi
sesiml. babkan kadang-kadang diformulasikan sebagai suatu kewajiban
S
. Pesmman negara tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban,
| emmpe juga memenuhi kebutuhan asasi sosial, ekonomi dan cultural;
* Wassdsh-kaidah hukum administrasi negara merupakan kaidah yang
 membebankan kewajiban tertentu kepada pihak yang diperintah dan
uss materinya lebih banyak bertautan dengan kehidupan sosial,
shomomi dan kultural masyarakat;
4 Pessman hukum publik semakin luas dan peranannya mendesak hukum
pendata dalam kehidupasn sosial, ekonomi dan cultural,
* Tak berainya bersifat negara hukum materii, yang mementingkan
Resdilss sosial.

Selanjutnya, jika memeperhatikan konsep negara Republik
Ustomesia. sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945,
ek pembukaannya maupun batang tubuhnya akan tampak banyak
pesemesn antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan ciri-ciri pokok
wegers kescjahteraan.

Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
meswassk=n bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan negara
\sdomesia vang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah
Swsh Indonesia dan untuk memajukan  Kesejahieraan  umum.
smemcerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
wame berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
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